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ABSTRAKSI 
Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) adalah organisasi antar-
pemerintah di kawasan Asia Tenggara yang beranggotakan sepuluh negara. 
Dalam perkembangannya, ASEAN mencantumkan Hak Asasi Manusia (HAM) 
sebagai salah satu fokus mereka melalui pengakuan atas HAM di dalam Piagam 
ASEAN pada tahun 2008. Di tahun 2009, ASEAN berhasil membentuk ASEAN 
Inter-Governmental Commission on Human Rights (AICHR) yang merupakan 
sebuah Badan HAM. Fungsi, tugas, dan wewenang AICHR sebagaimana diatur di 
dalam Terms of Reference AICHR (TOR AICHR) adalah untuk melakukan 
promotion dan protection atas HAM khususnya di regional. Namun, seiring 
berjalannya waktu hingga akhir tahun 2014 fungsi protection yang dimandatkan 
kepada AICHR belum bisa tercapai. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus 
pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara tidak mendapatkan 
penyelesaian di tingkat nasional.. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa untuk 
menegakkan HAM khususnya di regional, ASEAN perlu untuk membentuk 
sebuah pengadilan HAM dengan tujuan untuk tercapainya keadilan. Mekanisme 
HAM Regional yang harus dimiliki oleh ASEAN pun dipastikan berbeda dengan 
regional lainnya, yang sudah memiliki Pengadilan HAM mengingat ada beberapa 
prinsip yang dipegang teguh oleh ASEAN sehingga perlu adanya penyesuaian 
antara prinsip dasar ASEAN dengan Mekanisme HAM Regional yang akan 
diterapkan 
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ABSTRACT 
Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) is an inter-governmental 
organization in Southeast Asia which consist of ten states as the State Party. 
During the development, ASEAN was mentioned Human Rights as one of their 
focus by the acknowledgement of Human Rights in ASEAN Charter by 2008. In 
2009, ASEAN successfully established their own Human Rights Body named 
ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (AICHR). The 
function, job desk, and authority of AICHR as it arranged in the Terms of 
References of AICHR (TOR AICHR) is to promote and protect human rights 
within its region. However, up to the end of 2014 the protection function which 
mandated for AICHR still could not be reached. As the prove, many human rights 
violation cases happened in Southeast Asia region could not be solved in national 
level. All of the reason above was proved that to enforce human rights in regional, 
ASEAN need a Human Rights Court that aimed to seek for justices. Human rights 
regional mechanism that should be had by ASEAN used to different with the 
others region, which already had their own Human Rights Court remembering that 
ASEAN has some fundamental principle that need an adjustment between the 
principles and the human rights regional mechanism that would be applied.  
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A. Pendahuluan  
Hak asasi manusia (HAM) filosofinya adalah menjamin penghormatan  
terhadap setiap orang, martabat dan kemerdekaan  manusia  dari semua bentuk  
tindakan  yang tidak sesuai dengan harkat martabat manusia dalam  menjalankan 
hidupnya di masyarakat. HAM telah menjadi fokus ideal sebagai suatu 
pertimbangan proses globalisasi, dimana HAM hampir selalu dikaitkan dengan 
sistem politik domestik legal. Konsep HAM muncul dikarenakan fakta sederhana 
kehidupan sebagai seorang manusia. Pemikiran mengenai HAM yang bersifat 
universal dimulai pada saat perang dunia kedua yang menimbulkan penderitaan 
yang sangat besar bagi masyarakat dunia sehingga mendorong perlunya tatanan 
universal yang mengatur masyarakat dunia agar lebih dapat menghormati HAM. 
Gagasan mengenai Deklarasi HAM Intermasional mulai  ketika perang dunia II 
berlangsung, dan semakin kuat saat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
dirancang dan PBB dibentuk. Para pendiri PBB, harus memasukkan upaya  
pemajuan hak-hak  asasi manusia  ke  dalam tujuan-tujuan PBB, yang kemudian  
diwujudkan dalam bentuk Deklarasi yang menuangkan  kebiasaan-kebiasaan 
hukum internasional. 
Sebagai organisasi internasional di tingkat regional, ASEAN yang 
dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, terus mengembangkan diri dari peran-
perannya yang sebatas di forum regional meluas hingga arena internasional. 
Berdasarkan ASEAN Charter yang enter into force pada 15 Desember 2008, di 
dalam isi piagam tersebut telah mencantumkan mengenai konsep yang dikenal 
dengan ASEAN Community 2015. ASEAN Intergovernmental Commission on 
Human Rights (AICHR) di sisi lain merupakan salah satu hasil peningkatan mutu 
bagi ASEAN untuk menjawab tantangan dari dunia internasional khususnya 
mengenai banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di ASEAN.  
Sekalipun dukungan terhadap HAM sudah mulai digencarkan sejak tahun 
1993, ASEAN baru memiliki Badan HAM-nya sendiri (ASEAN Human Rights 
Body) pada tahun 2009 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebagaimana 
tercantum dalam Terms of Reference (TOR), AICHR memiliki mandat dan fungsi 
untuk memajukan dan melindungi HAM. Namun, hingga saat ini dalam 
implementasinya AICHR masih lebih memfokuskan pada poin pemajuan HAM 
seperti capacity building, peningkatan kesadaran masyarakat ASEAN tentang 
HAM atau dialog dengan stakeholders. 
Dalam hal ini, walaupun telah diatur dan dipertegas mengenai komitmen 
ASEAN dalam perlindungan HAM namun AICHR belum bisa melaksanakan 
mandat perlindungan tersebut dengan optimal. Terlebih lagi kasus HAM di 
wilayah Asia Tenggara baik di dalam internal Negara anggota maupun antar 
Negara anggota tidak juga berkurang atau menghilang bahkan setelah 
disahkannya ADHR. 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah urgensi pembentukan Pengadilan HAM oleh AICHR? 
2. Bagaimanakah Mekanisme HAM regional yang ideal di ASEAN? 
C. Pembahasan 
1. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis-Normatif dikarenakan 
dalam penelitian ini dibutuhkan kajian yangmendalam terhadap sumber-
sumber hukum internasional yang mengatur mengenai HAM serta kasus-kasus 
yang terjadi, khusunya di Regional Asia Tenggara. Pembahasan dimulai dari 
sejarah dan perkembangan HAM secara general di dunia intenasional yang 
dikerucutkan di regional ASEAN. Informasi ini bersifat khusus dikarenakan 
menjadi dasar pemahaman untuk pembahasan selanjutnya dimana konsep 
HAM itu telah berkembang sesuai dengan mandat masing-masing konvensi 
atau instrument hukum internasional yang mana menjadi dasar dalam 
pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-
analisis dimana dalam hal ini dibutuhkan analisis terhadap berbagi ketentuan 
hukum internasional yang mengatur tentang permasalahan perlindungan 
terhadap HAM. 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Statuta Approach, Conseptual 
Approach, dan Comparative Approach. Berdasarkan Statuta Approach penulis 
akan menganalisa dan mengkritisi TOR AICHR, AHRD, ASEAN Charter, 
dan beberapa instrument HAM lainnya baik ditingkat ASEAN maupun 
internasional. Conseptual Approach digunakan untuk membandingkan 
konsep-konsep pengadilan HAM yang sudah ada hingga saat ini, yang 
selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan dalam Comparative Approach 
untuk memberikan perbedaan signifikan untuk HAM di ASEAN dan di 
regional lainnya. 
Bahan hukum primer adalah data yang didapatkan dari 
bahan-bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 
dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah 
yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini terdiri 
dari Universal Declaration of Human Rights, ASEAN 
Declaration on Human Rights, TOR AICHR, African Charter 
on Human and People’s Rights, American Convention on 
Human Rights, dan European Convention on Human Rights. 
Definisi Konseptual: 
1. Statute 
Bahan acuan yang berisi mengenai aturan-aturan yang 
berhubungan dengan HAM dan digunakan di dalam penelitian ini. 
2. Pengadilan HAM 
Organ milik ASEAN yang berada dibawah AICHR, yang 
berfungsi untuk menegakkan HAM. 
3. Hak Asasi Manusia 
Seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia sejak mereka 
dilahirkan hingga mereka meninggal kelak. 
2. Hasil Penelitian 
Kondisi HAM di Asia Tenggara 
ASEAN terdiri dari sepuluh negara yang bervariasi dalam sistem 
pemerintahannya baik demokrasi maupun non-demokrasi. ASEAN yang terbentuk 
pada tahun 1967, dalam dekade pertama kerjanya lebih terkonsentrasi terutama 
pada isu-isu politik dan keamanan. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan 
penambahan fokus untuk isu-isu ekonomi seperti pembentukan ASEAN Free 
Trade Area pada  tahun 1990-an. Munculnya Piagam ASEAN pada tahun 2007  
telah membuka pintu untuk mengintegrasikan HAM ke dalam kerangka ASEAN. 
Oleh sebab itu munculah AICHR yang didirikan berdasarkan penerapan kerangka 
acuan atau Terms of Reference (TOR) pada tahun 2009. Salah satu tugas utama 
AICHR adalah untuk membantu merancang instrumen yang menawarkan 
perspektif regional tentang HAM. Dengan demikian, munculah Deklarasi Hak 
Asasi Manusia ASEAN (AHRD) yang berhasil diadopsi pada tahun 2012. AHRD 
menandai langkah penting dalam pembentukan sistem HAM di ASEAN yang 
formal, yang mungkin, seperti regional lainnya seperti Afrika, Amerika, dan 
Eropa, yang diharapkan mampu untuk membantu membentuk dasar yang kuat 
untuk pengembangan instrumen-instrumen hukum dan mekanisme independen 
yang sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan HAM di regional. Teks 
AHRD adalah hasil dari negosiasi yang intens dan berlarut-larut antara negara-
negara anggota ASEAN, yang menghasilkan berbagai reaksi. Beberapa komentar 
sangat sering mewarnai proses pembentukan dalam rangka menyambut AHRD, 
mengingat tantangan untuk menemukan konsensus mengenai dokumen tersebut 
antara negara anggota ASEAN yang berbeda-beda. Selain itu, khususnya 
organisasi-organisasi HAM, sering kali menyatakan kekecewaannya tentang 
kelalaian mengenai hak-hak dasar dan dituliskannya kata-kata yang membatasi 
pemenuhan hak-hak dengan cara yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan 
dengan hukum internasional. AHRD mencerminkan ketegangan antara 
kepentingan pemerintah ASEAN dalam melestarikan prinsip-prinsip kedaulatan 
dan non-interferensi serta dalam mempromosikan pengembangan sistem HAM 
regional yang kredibel.  
Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Asia Tenggara 
Pada bulan Maret tahun 2010 korban pelangaran HAM dari beberapa 
negara ASEAN yang didampingi oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak 
Kekerasan (KontraS)  membuat pengaduan kepada AICHR. Mereka adalah 
korban atau keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu tahun 1965 dan juga 
keluarga korban kasus kerusuhan Mei 1998 di Indonesia. Selain itu ada juga 
keluarga korban pembunuhan wartawan dari Filipina dan beberapa korban 
pelangaran HAM lainnya dari Myanmar. Pada saat itu,setidaknya 16 kasus 
dilaporkan oleh masyarkat sipil kepada AICHR, namun AICHR tidak bisa 
menerima pelaporan tersebut. AICHR beralasan belum memiliki prosedur yang 
mengatur perihal penerimaan pelaporan kasus dari masyarakat sipil. Pelaporan 
kasus ini bertepatan dengan pertemuan perdana perwakilan AICHR setelah 
mereka dilantik pada bulan Oktober 2009. Ketika mereka datang ke secretariat 
AICHR saat itu, tidak ada satupun perwakilan AICHR yang bersedia menemui 
mereka. Akhirnya hingga akhir 2011 tidak ada satupun informasi yang diterima 
terkait dengan langkah-angkah yang dilakukan AICHR terhadap pelaporan kasus-
kasus tersebut.  
Hal serupa juga terjadi pada kasus kekerasan dalam pemilu yang terjadi di 
Malaysia pada tahun 2011, ketika masyarakat sipil di Malaysia yang terbagung 
dalam Gerakan Bersih melakukan aksi demonstrasi menuntut dilakukanya 
reformasi pada sistem Pemilu di Malaysia. Akibat gerakan ini, sedikitnya 1500 
orang ditangkap dan ditahan oleh kepolisian Malaysia. Merespon tindakan 
tersebut, pada 1 Juli 2011 kelompok masyarakat sipil menulis surat terbuka 
kepada AICHR untuk menyikapi peristiwa itu. Sayangnya, terhadap surat terbuka 
tersebut, AICHR tidak memberikan respon yang memadai, bahkan dalam bentuk 
pernyataan resmi sekalipun, apalagi tindakan konkrit untuk menyikapi kasus itu. 
Bahkan, Rafendi Djamin yang saat itu menjabat sebagai ketua AICHR, 
menyebutkan bahwa AICHR tidak mempunyai mekanisme dalam menangani 
kasus-kasus ataupun untuk menerima pengaduan pelanggaran HAM dari 
masyarakat. Hingga menjelang berakhirnya periode AICHR pertama pada 2012, 
tidak ada respon apapun dari AICHR terhadap semua kasus yang dilaporkan. 
AICHR berpandangan bahwa mereka tidak bisa mencampuri hal-hal yang 
dipandang sebagai urusan internal dalam negeri pemerintah tiap-tiap negara 
anggota ASEAN. 
Analisis Hukum Terhadap AHRD 
AHRD telah memberikan landasan penting bagi pengembangan masa 
depan terhadap instrumen HAM yang mengikat di kawasan ASEAN, baik dari 
segi pelajaran yang bisa dipetik maupun dari proses penyusunan serta konten 
substantifnya. Dari perspektif yang berbasis pada proses, proses penyusunan 
untuk setiap instrumen HAM ditingkat yang lebih lanjut harus didukung dengan 
keahlian hukum yang cukup matang dari masing-masing individu di dalam sebuah 
tim dengan pengetahuan yang mendalam tentang hukum HAM internasional, di 
dalam semua tahap proses. Meskipun tim ahli dari AICHR hadir selama tahapan 
penyusunan awal AHRD, mereka tidak terlibat dalam perumusan draft. 
Selanjutnya, proses tersebut harus melibatkan CSO pada semua tahap; organisasi-
organisasi tersebut dapat membawa keahlian hak substansial ke meja perundungan, 
sama halnya juga dengan wawasan yang sangat berharga terhadap potensial 
dampak praktis untuk draft ketentuan tersebut.  
Dari perspektif yang berbasis kepada konten, meskipun perkembangan teks 
hukum internasional pasti secara politik tunduk kepada negosiasi, ASEAN harus 
menyetujui satu set minimal standar HAM yang mana nantinya dokumen-
dokumen di masa mendatang yang akan dibuat dapat setidaknya memenuhi dan 
mencapai akal pikiran. Standar ini harus terdiri dari kompilasi lengkap dari HAM 
Internasional termasuk di dalamnya UDHR, ICCPR dan ICESCR. Selain itu, 
catatan penjelasan dapat dicantumkan bersamaan dengan teks untuk memudahkan 
kemungkinan untuk berdiskusi mengenai makna dan interpretasi istilah yang 
berbeda atau ganda, untuk memberikan pemahaman yang cukup baik sebagai 
dasar pelaksanaan HAM yang dapat melihat dokumen untuk patokan. 
Mekanisme HAM Regional untuk ASEAN 
 Sebuah rezim HAM regional didefinisikan sebagai suatu sistem 
pengakuan atas suatu norma-norma HAM dan prosedur pengambilan keputusan 
yang mengikat Negara-negara anggotanya (dalam konteks regional). Pengakuan 
ini berimplikasi pada kesediaan anggotanya untuk mengimplementasikan norma-
norma tersebut, yang juga disertai dengan kewenangan (mandat) penegakan 
(enforcement).
1
 Berangkat dari definisi tersebut, artinya suatu mekanisme HAM, 
baik regional maupun internasional adalah dimaksudkan untuk 
mengoperasionalkan suatu gagasan HAM yang abstrak, menjadi sebuah kebijakan 
yang formal, mengikat, dan memiliki daya memaksa bagi anggota-anggotanya. 
                                                          
1
 Jack Donelly, Universal Human Rights in Theory and Practice; Second Edition, 
Ithaca and London: Cornell University Press, 2003, hlm. 127 
Anatomi dari suatu rezim HAM bisa dibedah lewat dimensi normatif (promosi), 
implementasi, dan kapasitas penegakan, meski dengan tata prosedur dan 
pengorganisasian kerja yang berbeda-beda.
2
 Dalam konteks penguatan AICHR, 
menjadi penting untuk belajar dari mekanisme HAM regional lainnya, yang telah 
terlebih dahulu terbentuk, yakni mekanisme HAM regional Eropa, Amerika dan 
Afrika. 
D. Penutup 
Kesimpulan 
Kemajuan yang cukup signifikan dalam bidang HAM di ASEAN 
setidaknya membuktikan bahwa ASEAN yang pada dasarnya adalah merupakan 
organisasi antar pemerintahan telah berusaha untuk menunjukkan kepada dunia 
Internasional bahwa pengakuan atas HAM merupakan hal yang penting di 
wilayah Asia Tenggara. Kemajuan ini mengesampingkan fakta bahwa pada 
dekade awal pembentukan ASEAN, fokus mereka hanya berbatas pada isu politik 
dan ekonomi. Bukan hal yang mudah bagi kesepuluh Negara Anggota ASEAN 
yang memiliki background sistem pemerintahan yang sangat berbeda, dibuktikan 
dengan beberapa negara di ASEAN yang masih menganut sistem non-demokrasi, 
untuk kemudian berkumpul dan menyatukan pikiran yang menghasilkan sebuah 
dokumen yang kemudian dikenal dengan Piagam ASEAN. Apabila mengacu 
kepada dokumen tertulis, mandat mengenai pengakuan HAM di ASEAN pertama 
kali tertulis di dalam Piagam ASEAN yang kemudian dilanjutkan dengan 
pembentukan AICHR. AICHR lah yang kemudian mengambil peran untuk 
penyusunan AHRD bersama dengan Pnomp Penh Statement yang menjadi 
dokumen terpenting di ASEAN untuk mengenalkan kepada dunia internasional 
mengenai HAM yang diakui di ASEAN dengan mempertahankan karakteristik 
ASEAN di dalam deklarasi tersebut. 
                                                          
2
 Mandat normatif (promosi) biasanya menyangkut mandat melakukan pembuatan 
standardisasi (standard setting), upaya sosialisasi atau diseminisasi norma-norma HAM, 
pendidikan dan pelatihan HAM, dan kajian atau riset-riset terkait tematik HAM tertentu. Mandat 
implementasi menyangkut bagaimana norma-norma HAM tersebut dioperasionalisasikan dalam 
kebijakan-kebijakan di tingkat nasional, termasuk kerjasama antar-pihak dan mekanisme 
monitoring dan evaluasi di dalam mekanisme regional tersebut. Mandat penegakan (enforcement) 
menyangkut kepatuhan Negara anggota dalam mengikuti keputusan badan regional, khususnya 
terkait atas dugaan terjadinya suatu pelanggaran HAM. 
Urgensi pendirian Pengadilan HAM sangat terjawab dengan penjelasan 
fakta-fakta yang selama ini terjadi selama AICHR berdiri dan bertugas. AICHR 
yang sebenarnya memiliki mandat untuk melakukan tidak hanya sebatas 
promotion namun juga protection, hingga periode ini baru dapat melaksanakan 
fungsi promotion saja. Beberapa kasus yang diduga terjadi pelanggaran HAM di 
dalamnya yang sudah dilaporkan kepada AICHR tidak mendapat tanggapan 
apapun dalam penegakan hukumnya. Hal ini juga disebabkan oleh tidak legally 
binding nya AHRD bagi seluruh negara anggota ASEAN yang menyebabkan 
tidak ada kewajiban secara hukum bagi negara anggota untuk 
mengimplementasikan deklarasi ini di dalam hukum nasional. Selain itu, AHRD 
yang juga memberikan sebagian HAM untuk diatur di masing-masing hukum 
nasional sehingga terjadi partikularisasi HAM yang seharusnya bersifat universal.  
Mekanisme HAM Regional di ASEAN yang belum terbentuk, nantinya 
akan mengandung beberapa unsur-unsur yang berbeda dengan regional lainnya. 
Mekanisme HAM Regional di Afrika, Amerika, dan Eropa mampu menjadi role 
mode bagi ASEAN untuk pembentukan mekanismenya sendiri. Namun, kembali 
kepada the origins of ASEAN di mana dikenal beberapa istilah seperti ASEAN Way 
dan Non-Interfence Principles yang sangat memberikan efek atau pengaruh 
terhadap mekanisme HAM regional yang dimiliki oleh ASEAN sehingga 
mekanisme tersebut harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang tidak bisa 
dihilangkan dari ASEAN. Sehingga, pembetukan Pengadilan HAM ASEAN yang 
mungkin masih memerlukan waktu dan jalan yang sangat panjang, menjadi lebih 
mudah ketika prinsip-prinsip ASEAN dan political will dari masing-masing 
Negara Anggota ASEAN disatukan untuk penegakan keadilan terhadap HAM di 
ASEAN. 
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